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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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PUTUSAN

Nomor : 157/Pdt.G/20G15/ PN.Cbi

DEMI KE ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili

perkara- erkara perdata pada tingkat pertama teiah menjatuhkan putusan
. sebagai berikut dalam perkara gugatan antare:

. NY. ONIH Umur: 59 tahun, agama ,Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga alamat: Jalan Pagelaran Rt 003/Rw.(04, Desa Padasuka

Kecamatan Ciomas, Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya disebut

_____ PENGGUSATI ;

. SITI NURJANAH, Umur 38 tahun.agama: Islam, pekerjaan : lbu

Rumah Tangga, alamat : Jalan pagelaran RT.003/ RW 004, Desa
padasuka, Kecamatan Ciomas, Provinsi Jawa Barat, untuk

selanjutnya disebut ---PENGGUCATII ;

. ASEP BUDIANA, umur : 35 tahun, agama Islam ,pekerjaan :

karyawan Swasta, alamat : Jalan kampong Bojong Rt 002/rw004,
Desa ciapaus kecamatan Ciomas, Prcpinsi Jawa Barat untuk

selanjutnya disebut - ---PENGGUGAT Il ;

. JAENATUN FITRIA, umur 32 tahun, agama : Islam, pekerjaan : lbu

Rumah Tangga, alamat : Jalan Pagelaran Rl 003/ Rw.00<, Desa

Pudasuka, Kecamatan Ciomas, Provinsi Jawa Barat, untuk

selanjutnya disebut --PENGGUGAT IV ;

5. ARDIAN AFRIATNA , Umur :22 tahun, agama : islam, pekerjaan :

“Mihasiswa, alamat : Jalan Pagelaran Rt 003/Rw 004, Desa

Pidasuka, Kecamatan Ciomas Propinsi Jawa Barat, untuk

s¢ lanjutnya disebut —--PENGGUGAT YV :
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Bahwa selanjutnya PENGGUGAT |, PENGGUGAT I, PENGGUGAT I,

PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V tersebut diatas dalam perkara ini

disebut PARA PENGGUGAT;

Telah memberikan Kuasa kepada SAN ALAUDIN,SH.. TRIJULIANTA

HBF,SH dan DENI SUMANJAYA ,SH adalah Para Advocat pade kantor

Hukum ‘SAN ALAUDIN,SH& REKAN * yang beralarnat di jalan Cilendek

Timur No.30 Rt 05/Rw 08, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, I’rovinsi

_iawa barat (16112) berdasarkan Surat kuasa Khusus terangjak 13

Agustus 2015 :

MELAWAN:

PT EUMI MAKMUR LESTARI, yang berkedudui:an hukum indonesia
yang beralamat di Jalan Ciomasraya Nomor | Kecamatan ciomas

Kabupaten Bogor selanjutnya disebut == ~--mmmmmmm cmmeeeeee TERGUGAT

PENGADILLAN NEGERI tersebut ;
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Setel:h membaca Penetapan Ketus Pengadilan Negeri Cibinong

No.1t7Pen.Pdt G./2015 /PN.Cbl, tertanggal 27 Oktober 2015 tentang

penujJdkan Majelis Hakim ;

Setelash  membaca surat-surat dalam bertas perkara yang

bersengkutan ;
Setelih membaca dan memperhatikan Jawab - jinawab antara Para

Pengyugat dengan Tergugat :

Setel :h melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh

Para 2enggugat dan Tergugat ; -

Setel:h mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Para

Pengjugat ,
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Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatan tertanggal

24 Agustus 2015 vyang didaftarkan di kepaniteraen Pengadilar Negeri
Cioinong pada tanggal 24Agustud 2015 dibawah Register No.157
Pdt.G./2015/PN.CBi, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat
sebagai berikut :

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah Para Ahli War's dari pewaris
yan(| bernama almarhum H. JAMHURI bin ARJAYA, hal ini terbukti
dengan adanya Surat Pernyataan Waris tertanggal 20 April 2010 ;

; Bahwa, semasa hidupnya orang tua PARA PENGGUGAT yaitu

almearhum H. JAMHURI bhin ARJAYA menikah sekali dengan seorang

perempuan yang bernama : Ny. ONIH (PENGGUGAT 1) dan dari

perkawinannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu yang

mas ng-masing bernama :

2.1 3ITI NURJANAH, Perempuan, lahir di Bogor, tan¢gal 07
Jesember 1977;

2.2 ASEP BUDIANA, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 16 Januari

980;
2.3 JAENATUN FITRIA, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 27 Juni
1983;
2.4 ARDIAN AFRIATNA, Laki-laki, laiir di Bogor, 06 April 199.1:

3. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 orang tua/ayah dan
suami PARA PENGGUGAT meninggal dunia dikarenakan s.akit, hal
ini terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kernatiar Nomor
: 474.3/ tertanggal 07 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kahupaten Bcgor, sedangian lbu

kandung dan PARA PENGGUGAT saat ini masih nidup, dan dalam
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perkara ini istri dan anak-anak dari almarhurn H. JAMHURI bin

ARJAYA disebut sebagai PARA PENGGUGAT:

Bahw/a, dengan meninggainya H. JAMHURI bin ARJAYA tersebut

makii menurut hukum Islam oahws PARA PENGGUGAT adalah

sebzgai ahli waris dari almarhum H. JAMHURI bin ARJAYA;

Bahv/a, semasa hidup suami dan orang tua laki-laki PARA

PENGGUGAT yaitu almarhum H. JAMHURI bin ARJAYA\ telah

menm.iliki 2 (dua) bidang tanah milik adat yang mzising-masing -5ebagéi

berik ut:

5. 1. Sebidang tanah seluas + 11.510 M2 (kurang lebih sebelas ribu
lima ratus sepuluh meter perségi), dengan Nomor Induk: 204,
Nomor SPPT: 390, Nomor Persil: 43 A, tercatat nama pemilik
atas nama: H. JAMHURI bin ARJAYA, yang terletak di Desa
Sukamakmur, Kecamatari Ciomas, Kabupaten Bogor, iengan
batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik PT. Bumi IAakmur
Lestari;

- Timur berbatasan dengan Jalan;

- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik PT. Bumi IAakmur
Lestari;

- Barat berbatasan dengan Tanah Milik Enoh;

5. 2. Sebidang tanah seluas + 4.83¢ M2 (kureng lebih empat ribu
delapan ratus tiga puluh meter persegi), dengan Letter C Nomor:
51, Nomor Persil : 43 A, Nomor SPPT : 195, tercatat nama
pemilik atas nama JAMHURI bin ARJA'(A, yang terletak di
Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor,

dengan batas-batas sebagai berikut:
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- Utara berbatasan dengan Tanah Milik PT. Bumi Makmur

Lestari;
- Timur bertatasan dengan Tanah Milik Hj. Bedanh;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik H.Jamhuri;
- Barat berbatasan dengan Tanah Milik H. Jamhuri:
6. Bahwa, untuk tanah yang disebutkan dalam posita point 5.1 tersehut

di atas o{‘ang tua dan suami PARA PENGGUGAT memperslehnya

“"ig\dan warisan dan orang tuanya yang Yerrnama aimarhum H. ARJAYA
g ) ‘iin H. AHIM yang sudah dibaliknamakan keatas: nama H. JAMHURI

\; in ARJAYA, sebagaimana yang diuraikan di dalam posita point 5.1

2 di atas, sedangkan untuk posita point 3.2 tersebut di atas alrnarhum
H. JAMHURI bin ARJAYA, suami dan orang tua laki-iaki dar, PARA
PENGGUGAT memperolehnya dengan membelinya dan Ny. IPAH
binti AHMAD yang notabene masih keponckan dan bapak H.
JAMHURI bin ARJAYA sebagaimana bidang tanah yang discbutkan
dalam posita point 5.2;

7. Bahwa, dengan demikian tanah peninggalan milik suami dan orang
tua laki-laki PARA PENGGUGAT yaitu almarhum H. JAMHURI bin
ARJAYA kesemuanya seluas + 16.340 M2 (kurang lebih enain belas
ribu *iga ratus empat puluh meter persegi);

8. Bahwa, dengan meninggalnya H. JAMHURI bin ARJAYA pada han
Rabu tanggal 19 Agustus 2009, tanah milik almarhum H. JAMHURI
bin ARJAYA dikuasai dan beralih kepada Pare Ahli Warisn/a yaitu
PARA PENGGUGAT hingga sekarary;

9. Bahwa, dengan demikian PARA PENGGUGAT mendapatkan tanah
agquc berdasarkan ketentuan Pasal 854 KUHPeriata yaitu “Hak Milik

atas suatu barang tidak dapat diperolzh selain dengan
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pengambilan untuk  dimiliki dengan perlekatan dengan
kadaluarsa, dengan PEWARISAN, baik menurut undang-undang
maupun, menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau
penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk
pemindahan hak milik, yang dilakukan oieh orang yang berhak

untuk berbuat terhadap barang Itu”

- 10. Bahwa, PARA PENGGUGAT alangkah terkejutnya ketika terhadap

;_}anah milik PARA PENGGUGAT yang diperole1 dan warisan suami
\'%lan orang tua laki-laki PARA PENGGUGAT yaitu almarhum H.
:.,;";";JAMHURI bin ARJAYA, akan diratakan oleh alat berat tanpa ijin dan
i sepengetahuan PARA PENGGUGAT, yang telakangan dikeahui
yan¢ menyuruh untuk meratakan obyek tanah milk PARA

PENGGUGAT tersebut adalah Pihak TERGUGAT:

11. Bahwva, Pihak TERGUGAT ketika ditanya oleh FARA PENGGUGAT,

TERGUGAT berani meratakan tanah milik FARA PENGGUGAT
terse but dengan dasar TERGU'GAT katanya telah membelinya dari
ABL UL HAK bin ARJAYA (almarhuin) yang notabene masih paman

dan >ARA PENGGUGAT;

12. Bahwa, berdasarkan keterangan dari TERGUGAT tersebul sudah

sancat jeias bahwa TERGUGAT adalah pembe'i yang salah, karena
tana yang dibeli oleh TERGUGAT tersebut ada ah tanah milik PARA.
PENGGUGAT dan bukan tanah milik ABDUL HAK hin ARJAYA

(alm arhum);

13. Bahl.an, menurut TERGUGAT tanah yang sudah dibelinya dari

ABDUL HAK bin ARJAYA (almarhum) telah diproses jual belirya
untux dimohonkan Sertifikat Hak Guna Bangunan kepadi pihak

Kantor Pertanahan Nasional, yang menurdt pengakuan dari
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14.

16.

17.

TERGUGAT tanah yang dibelinya dari ABDUL. HAK bin ARJAYA
tersebut telah terbit Sertifikat Hak Cuna Bangunan, namun sayang
Pihax TERGUGAT tidak pernah mau menunjukkan bukti atas daliinya
tersebut hingga sekarang;

Bahwa, temyata oleh TERGUGAT d atas tanah milik PARA

PENGGUGAT tersebut rencana akan dibangun area perumahan, dan

, PARA PENGGUGAT mendengar hal ini mengajukan keberatan baik
| secera lisan maupun secara tertulis kepada TERGUGAT, yang

// akhiinya masing-masing pihak di dalam pertemiannya sepakat untuk

men /elesaikannya lewat jalur hukum, agar mendapat kepastian
hukum akan status tanah obyek sengketa d Pengadilan Negeri

Cibir ong;

. Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan olet TERGUGAT yang

menjuasai dan merubah struktur tanah tanpa seizin dan
sepe ngetzlahuan dan PARA PENGGUGAT, padahal diketahui bahwa
taray tersebut milik PARA PENGGUGAT, maka perbuatan
TER3UGAT tersebut dapat dikatagorikan sebagai Perbuatan
Melawan Hukum;

Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT
terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT meka dapat dikatakan,
bahwa jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan ABDUL
HAK bin ARJAYA (aimarhum) adalah tidak szh, untuk itu jual beli
tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatar hukum
menyjikat terhadap PARA PENGGUGAT maupun pihak lain;

Bahv/a, agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia (/lussoir) dan
agar ada upaya paksa kepada TERGUGAT supaya mau

mengembalikan 2 (dua) bidang tanah sebagaimana yang diuriaikan di
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dalam posita point 5.1 dan point 5.2 milik I’ARA PENGGUGAT
ters:but, maka PARA PENGGUGAT mengaju'<an permohonan sita
jamiran (conseivatoir beslag) terhadap 2 [dua) bidang tanah
seb:igaimana yang diuraikan di dalam posita point 5.1 dan point 5.2
milik PARA PENGGUGAT:

18. Bahva, apabila TERGUGAT tidak mau dan tidak segera

el ksanakan putusan perkara ini, mohon kepzda Ketua Pengadilan

\ Neg:ri Cibinong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang merneriksa,
;:;?‘r';‘)en jadili dan memutus perkara ini untuk menghukum TERGUGAT
..j_;itintm membayar uang paksa (cwangsom) apabila terlambat
melaksanakan isi putusan, sebagai upaya hukum paksa tirhadap
TERGUGAT, sebesar Rp.1.000.000,00 perhari (satu juta rupiah
perhari) terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatar hukum
yang tetap;
19. Bahwa, mengingat gugatan PARA PENGGUGAT sekarang ini cukup
didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum,

mak1 PARA PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dijalankan

terlehih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari
TERGUGAT (uit voorbaar bij vooraad);

20. Menghukum, TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM PROVISI
Bahwa, agar PARA PENGGUGAT mendafat kepastian hukum
tterhadap perkara ini maka selama proses jugatan ini kerjalan,
mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cisinong melalii Yang
Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini  untuk

m2merintahkan kepada TERGUGAT untuk inenghentikan segala
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kagiatan  proyek pembangunan  perumahan yang dapat
merusak/merubah  dan merugikan kepentingan PARA
FENGGUGAT atas obyek tanah milik PARA PENGGUGAT
tersebut, sampal perkara ini telah mempunyal kekuatan hukum
tetap;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT
mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Yang

Mulia ‘Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

: perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan stau
menghentikan segala kegiatan termasuk menjual merubiah atau
kegiatan apapun yang dapat merugikan PARA PENGGUGAT atas
tanah obyek sengketa sampai adanya putusian Pengadilen yang

telah mempunyai kekuatan hukum sang tetap atas perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIF
1. Menzrima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk

seluiuhnya;

Men satakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan
hukt m;

Men ratakan segala bentuk perbuatan hukum y.ang menyangkut jual
beli untara ABDUL HAK bin ARJAYA dengan TERGUGAT terhadap
obyek tanah milik PARA PENGGUGAT adalah cacat hukum dan tidak

sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum:
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4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas

tanah sebagai berikut:

4.1 Sebidang tanah seluas + 11.510 M2 (kurang lebih sebelas ribu
lima ratus sepuluh meter perseqi), dengar Nomor Induk: 204,
Nomor SPPT: 390, Nomor Persil : 43 A tarcatat nama pemilik
atas nama : JAMHURI bin ARJAYA, yzng terletak (i Desa

Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan

\batas-batas sebagai berikut
| Utara berbatasan dengan Tanah Milik PT. Bumi Makmur
Lestari;
Timur berbatasan dengan Jalan:
Selatan berbatasan dengan Tanah Milik. PT. Bumi Makmur
Lestari;
Barat berbatasan dengan Tanah Milik Eno1:
4.2 Gebidang tanah seluas + 4.830 M2 (kurang lebih empat ribu
clelapan ratus tiga puluh meter persegi), der gan Letter C Nomor:
41, Nomor Persil : 43 A, Nomor SPPT:195, iercatat nama pemilik
¢tas nama Jamhuri bin Arjaya, yang terlatak di Desa
Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan
Iatas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Tanah Miiik PT. Bumi IMakmur
Lestari;
- Tirur berbatasan dengan Tanah Milik Hj. Bedah:
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik H.Jamhuri;
- - Barat berbatasan dengan Tanan Milik H. Jamhuri;
Yang diperoleh dan warisan orang tua dan suami PARA

PENGGUGAT;
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B, Menghuk‘um, TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai atas
obyek tanah milik PARA PENGGUGAT untuk menyerahkan dengan
sukerela 2 (dua) bidang tanah yang dimaksud di dalam posita point
5.1 dan 5.2 kepada PARA PENGGUGAT:

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan .conservatoir beslag)
terhadap 2 (dua) bidang tanah yang dimaksud di dalam posita point

5.1 dan 5.2;

‘“:*\'LV:".-{Men;hukum, TERGUGAT tersebut untuk membayar uang paksa
(/:Iw: rngsom) sebesar Rp.1 .000.0C0,00 perheri (satu juta rupiah
iberharf) apabila TERGUGAT terlambat untuk melaksanzkan isi
putusan ini;

8. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun

ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi daii TERGUGAT:

9. Men jhukum, TERGUGAT untuk rmembayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR
Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Yang Mulia Majelis
Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini herp.2ndapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 130 IR dan
Peraturan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berke wajiban
untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara deng«an jalan
Mediasi, dan untuk keperluan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan

Penetapan No.157/Pdt.G..2015.Cbi. yang berisi penunjukan Sdr.
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Disclaimer

YULIANA,SH sebagai Mediator yang akan berupaya mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara :

NVenimbang, bahwa setelah Mediasi tersebut dilaksanskan oleh
Hakim Nlediator, kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan
untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian, dan

oleh karcna itu sidang perkara ini dilanjutkan dengan membaca gu jatan :

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Kuasa

r‘i"vTérg\uga telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut -

."‘;,‘VD}ALAM EKSEPSI

1 Bahwa gugatan Para Penggugat Eror in Persona;

a. Eksepsi diskualifikasi ataugemis aanhoedanigheid:;
Bahwa Para Penggugat tidak mernpunyai hak dan kapasitas
untuk menggugat Tergugat. Jadi Para Pengugat tidak me mpunya
legal standing untuk mengajukan gugatan aquo.

b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat
rergugat melakukan transaksi jual-teli tanah dengan alinarhum
Abdul Hak bin Arjaya in casu kakak dan almarhum Jarnhuri bin
Arjaya yaitu ayah Para Penggugat. Dalam gugatan aquo tndakan
Para Penggugat menarik Tergugat adalah keliru, karena Tergugat
tidak mempunyai hubungan hukum dengan ara Tergugst dalam
(ugatan aquo yang diperkarakan.

c. Exceptio plurium litis consortium
Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap aan masih ada
pihak-pihak yang harus dijadikan sebacai Tergugat dalam
(Jugatan aquo.

2. Bahwa tidak ada penyebutan ketentuan hukum, penjelasan atau

ticak adanya uraian atas unsur-unisur perbuzitan melawan hukum

Halaman 12 dari 47 Perkara Nomo. ' 157/Pdt.G:201.5'PN Chi.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung yntg.k pelayanan publik, transparan‘si dan .exlfuntgbllltas §
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



S:cara nyata menunjukan betapa gugatan Para Penggugal adalah
kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Padahal Tergugat sebagai
pihak yang dituduh telah melakulkan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) berhak untuk melakukan pembelaan (liri yang
optirnal atas tuduhan tersebut.
*4) EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL
Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan Para Penggugat tidak
_t“erang dan atau isinya gelap (onduideljjk). Disebut juga formulasi yugatan
ti:jlak Jelas. Padahal agar gugatan dianggap menienuhi syarat formil, dalil
:_gu‘igatan harus terang dan jelas (duideljjk).

‘,‘._,,Sebenarnya jika bertitik tolak dan ketentuan Pasal 118 ayat (1), pasal 120

dan 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas
dan terang. Namun praktek peradilan, memedomani pasal 3 Rv sebagai
rujukan berdasarkan asas procee doelmatigheid (demi kepentingan
beracarz).

Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yaig jelas
dan terte ntu (een duidelijk en bepaalde conclusie). Bardasarkan ketentuan
itu, prakiek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur
(obscuur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Bahwa t erdasarkan fakta kabumya gugatan Para Pi:nggugal, maka jelas
bahwas: nya Gugatan yang diajukan Fara Penggugat tidak memenuhi
syarat formil diajukannya sebuah Gugatan karena tidak jelas atau
kabur (obscuur libel) sehingga sudah selayaknya apabila Cugatan
Para Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (niet

antvanklijk verklaard);
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Disclaimer

DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan

Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya kecuali yang dakuinya

secara tegas.
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyatakan tidek benar sem ia dalil-

. dalil yang dikemukakan oleh Para Panggugat I<onvensi pada posita

"‘gugatzannya<
= g‘ahwa pada tanggal 23-10-2004 melalui notaris di Kabupate 1 Bogor
’bvv/"}jjain Arfiana Purbohadi, SH, Almarhum Abdul Hak bin H. Arjaya telah
menbuat Kuasa khusus kepada Tergugat ( Penerima Kuasa) yaitu
UntLk dan atas nama Pemberi Kuasa d2ngan rmengindahkan segala
peraturan yang berlaku dan pihak vang kterwcnang melaks;anakan
penj ialan/memindah hak/melepasalan hak dengan cara apapun juga
kep¢da pihak siapapun maupun kepada Penzrima Kuasa sendiri
deng¢an syarat-syarat lazim dipergunakan daam suatu tiansaksi
berdasarkan peraturan yang berlaku, atas:

— sebidang Tanah Bekas Hak Milik Adat, Letter C Nomor 61/231,
P srsil Nomor 43 A Sl seluas 1 4.800 M2 (ku-ang lebih empat ribu
delapan ratus meter persegi),

- sebidang Tanah Bekas Hak Milik adat, Letter C Nomor. 51/232
Persil Nomor 43 A, seluas + 4.000 M2 (kurang lebih empat nbu
meter persegi),

- sebidang Tanah Bekas Hak Milik Adat, Letter C Nomor. 51/232,
Persil Nomor 43 A, seluas + 4.000 M2 (kurang lebih empat ribu

meter persegi),
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— sebidang Tanah Bekas Hak Milik Adat, Letter C Nomor 51/232,

Fersil Nomor 43 A II, seluas + 3.500 M2 (kurang lebih tiga ‘ibu lima

ratus meter persegi)
Kelina lahan tersebut terletak di Fropinsi Jawa Barat, Kabupaten
Bogor, Kecamatan Ciomas, Desa Sukamakmur, temyata dan C Induk

sestiai dengan aslinya oleh kenala Desa Sukamakmur, terdaftar atas

. nNama Abdul Hak bin Haji Arjaya, aslinya diperlihatkan kepada

. 'sayi|, Notaris;

' .‘ffﬂah'va, setelah membeli tanah tersebut Tergugat belum mernproses

Jcut and field tanah tersebut dikarenakan Tergugat masih mangolah

laha 1 disampingnya, dan pada tahun 2€12 Terguga: akan
melz ksanakan Cut and Field dimana lahan tersebut akan diratakan
dei¢ an alat berat. Ketika alat berat telah memulai operasi meratakan
lahai tersebut yang luasnya + 2000 M2 lalu dihentikan paksa,
dihadang dan dipermasalahkan o'eh pihak yang mengatas namakan
almarhum Jamhuri yang nota bene adik dan almarhum Abdul F ak.
Bahwa benar menurut Tergugat disaksikan olah Bimas Polsek
Ciomas Pak Arifin dan di bantu Linmas , lahan + 2000 M2 setelah
panen padi menggusur sawah dengan menggunakan bulldozer pada
tahun 2012 dalam rangka cut and fielc protes clan didamaikan oleh
Kapoisek Ciomas.

Bahwa pihak yang mengatas namakan keluarga Jambhuri iri telah
menyewakan lahan yang telah Tergugat beli tenpa sepengetahuan
dan scum dan Tergugat selaku pemilik lahar yang sah, adalah
sebagai benikut;

Berikut nama-nama yang menyewa lahan terseout, adalah sebagai

berikuit:
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i. Ldin menanam pohon jambu, sewa menyew 3 melalui Isteri bapak
Enjam (keluarga dari almarhum Jamhuri);

2. KT Ibud menanam Palawija, sewa menyew:a melalui Isteri bapak
Ejam;

3. Abang menanam Palawija, sewa menyewa * 8 tahun melzlui Isteri

b ipak Enjam:

N4 Nawawi menanam padi, sewa menyewa + & tahun melalui Isteri

| bapak Enjam
I

\_{f
:ya’ahwa Tergugat dalam kasus gugatan perdata ini tidak ada hubungan

Abbdul Hak dan menolak dengan tegas pengakuan Para Penggugat

yang menyatakan almarhum H. Jamhuri bin Arjaya (orang tua para

Penggugat) telah memiliki 2 (dua) bidzng tanah pada angka 5.1 dan

B2

5. 1. Luas £ 11.510 M2, Nomor Induk : 204. Nomor SPPT: 390 Nomor
Persil 43A, tercatat atas nama : H. Jambuni bin Arjaya, yang
terletak di Desa Suka Makmur. Kecamatar Ciomas. Kabupaten
Bogor.

5. 2. Luas 4.830 M2. Letter C, Nomor: 31, Nomcr Persil - 43A, Nomor

SPPT: 195. Tercatat atas nama Jamhuri bi1 Arjaya yang teietak

di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

8. Bahwva tergugat menoclak dengan tegas mengenai batas-batas yang

disehutkan dalam gugatan Para Penggugat pada angka 5.1 dan 5.2,

yan¢ benar adalah:

Bate s-batas tanah Tergugat seluas £11.510 M;?

- U ara berbatasan dengan Tanah Milik PT. Bumi Makmur Lestari:
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- Timur berbatasan dengan Jalan;

)

Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bumi Makrnur Lestari;

Barat berbatasan dengan Tanah Milik Burni M akmur Lestari

Bahwa batas-batas tanah Tergugat seluas 4830 M2

Utara berbatasan denganTanah PT. Milik Burrii Makmur Lestari;

Timur berbatasan dengan Tanah PT Milik Bumi Makmur Lestari;

S Silatan berbatasan dengan Tanzh PT. Milik PT. Bumi Viakmur

\© 0 Lestari;

Barat berbatasan dengan Tanah PT. Milik Bumi Makmur Lestari:

9. Bahwa batas-batas tanah Tergugat berdasarkan:

Sertifikat HGB No. 777:

U‘ara berbatasan dengan tanah PT. Bumi Mat mur Lestari

Timur berbatasan denan tanah PT. Bumi Leastari

- Solatan berbatasan dengan tanah PT. Bumi Lestari

Barat berbatasan dengan tanah PT. Bumi Lestari
Sert fikat HGB No. 778;
- U ara berbatasan dengan tanah PT. Bumi Les ari
Timur berbatasan dengan tanah PT. Bumi Les:ari
- Solatan berbatasan dengan tanah PT. Bumi Lestari
- Baratf berbatasan dengan tanah PT. Bumi Makmur Lestari
Sert fikat HGB No. 779
- U ara berbatasan dengan tanah PT. Bumi Lestari
- Timur berbatasan dengan tanah PT. Bumi Lestari
- Sclatan berbatasan dengan tanah PT. Bumi Lestari

- Barat berbatasan dengan tanah PT. Bumi Makmur Lestari
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10. Teraugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa pe kara ini
memerintahkan kepada siapapun yang menempati, menggarep diatas
tanah Tergugat sesuai dengan SHGB No.777, SHGB No. 77¢, SHGB
No. 779, untuk segera pergi dan ticlak melakikan aktivitas apapun
diateis lahan milik Tergugat

11. Bahwa menurut Yurisprudensi MA-RI Nc¢. 1230 K/SIP/1980

tancgal 29 Maret 1982 menyatakan padla dasz rnya : Pembnli yang

.:_"b\eri.‘ikad baik harus mendapat perlindungan hukum.

\ 12CBhva dalam memutus sengketa hukum sebagai akibat dan suatu

u / al-2eli, maka tidak dapat ditetapkan status tukum tertentu tanpa

» diike t sertakannya semua pihak-pihak vang terk it dalam proses jual-

beli ersebut sebagai pihak dalam perlkara;

(Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor. 938/K/Sip/1971

tanc gal 4 Oktober 1972).

Dimana para pihak dalam perkara tersebut fidak dijadikan pihak

dalan perkara a quo seharusnya Para Penggugat juga menggugat

piha-pihak sebagaimana dalam perkara tersebut di atas, sehingga
sude h sepatutnya menurut hukum gugatan Para Penggugat Konvensi
terse but dinyatakan tidak dapat di terima.

15. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendasark:n pada
dalil (onrecht matige daad) sebagaimana yang dinyatakan oleh Para
Penggugat dalam angka 15 halaman 17, sebagai berikut :

“ Bahwa, Iatas perbuatan yang dilakukan Tergugat yang menguasai
dan merubah struktur tanah tanpa seizin dan sepengetahuan dan
Para Penggugat, padahal diketahui bahwa tanah tersebut milik
PARA PENGGUGAT, maka perbuatan Tergugat tersebu dapat

dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ’
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Adasun salah satu ketentuan yang rnengatur mengenai pr:rbuatan
meliwan hukum adalah Pasal 1365 Burgerlijk  Wetboek yang

mer gatur sebagai berikut:

“Ell e onrechtmatige daad, waardoor aan een ander shcade wordt
toqebragt, steit dengene door wiene schuld die schade
velroorzaakt is in de verpligting om dezelve t2 vergoeden ”

Yanj teriemahannya dalam Bahasa Indones a menurut Prof. R.

N Sub :kti, S.H. dan R. Tjorosudibio, adalat sebagui berikut:
':rlcp perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
.rl;epada seseorang lain, mewajibkan orang karena salahnya

/ me nerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”:

. Bahva berdasarkan ketentuan pasal 1365 Burgerlijk  Wetboek

tersebut di atas maka Perbuatan Melawan Hukum (onrect tmatige

daad), memiliki unsur-unsur sebagai berilut:

a) Unsur adanya perbuatan melawan hukum:

b) Unsur adanya kesalahan oleh sipelaku:

¢) Unsur adanya kerugian yang diderita;

d) Unsurr kausalitas, yaitu adanya huhungan bahwa kerugiain yang
diderita merupakan akibat dan kesalahan si pelaku.

Bahwa keempat unsur tersebut bersifat kumulatif. Artinya, untuk

menyatakan seseorang telah melakukan Perbustan Melawan Hukum

(onrechtmatige daad), maka keempat unsur tersebut harus d uraikan

dan dibuktikan seluruhnya oleh Para Penggugat.

Sela n itu, Para Penggugat juga tidak mendasarian dalil-dalilr ya atas

dasar hukum yang jelas, Secara ujug-ujuy Para Penggugat

menvimpulkan adanya perbuatan melawen huku n tanpa menj:laskan

atau menyebutkan hukum mana yang dilangcar. Para Peiggugat
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Disclaimer

dalem gugatannya tidak pula menguraikan bentuk kesalahan serta
dasir hukum dan dalil-dalil yang dinyatalt:annya.

Kiraya disimak pendapat mantan Hakim Aguny M. Yahya tiarahap,
S.H dalam bukunya : Hukum Acara Perdata Tentang CGiugatan,
Percidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”,
Penerbit Sinar Grafika Cetakan Kessbelas, Juli 2011, Jakarta,

‘_hafaman 449, yang menyatakan:

/{‘Q' / o .\‘f' d'@!am praktik, dikenal beberapa bentuk ekszpsi gugatan kabur,.

V;:Masing-masing bentuk didasarkan faktor tertantu, antara lain

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar
"ukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang
mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas tetepi tidak
dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu,
tidak memenuhi syarat formil. Guagatn dianggap tidak jelas dan
tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde .onclusive)...”
DALAM REKONVENSI
1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergur akan dalaim konvensi dianggap
dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa, menyatakan sita jaminan yang diminiakan Para 1 ergugat
Rekonvensi atas Sebidang tanah se'uas + 11.510 M2 (lebih kurang
sebe las ribu lima ratus sepuluh meter persegi), cengan Nomor Induk :
204, Nomor SPPT : 390. Nomor Persil : 43 A, tercatat nama pemilik
atas nama : JAMHURI bin ARJAYA, vyanj terletak di Desa
Sukaimakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten tiogor, dengan batas-
batas sebagai berikut:

- U.ara berbatasan dengan Tanah Milik PT. Burni Makmur Lestari:
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- Timur berbatasan dengan Jalan;

- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik PT. Bumi Makmur Lestari:
- Barat berbatsan dengan Tanah Milik E:noh.

Sebidang tanah seluas + 4.830 M2 (lebih kurang empat ribu delapan
ratus tiga puluh meter persegij, dengan Letter C Nomor: 51, Nomor
Persil : 43A, Nomor SPPT : 195, tercatat nama pemilik at:s nama
JAMHURLI bin ARJAYA yang terletak di [esa Suka IMakmur,
: K_ecarnatan Ciomas, Kabupaten bogor, dengan batas-batas sebagai

|t 2 :;I
,}._t;i)erikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik PT. Buini Makmur Lestari:

- Tmur berbatasan dengan Tanah Milik Hj. Becah:

- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik H. Janhuri;

- Barat berbatasan dengan Tanah Milik H. Jamhuri

Yan) diperoleh dan warisan orang tua dan cuami Para Tergugat
Rek nvensi

adalah tidak sah dan mohon Majeiis Hakim menalak permohcnan sita
jaminan (CB) yang diajukan Para Penggugat.

3. Bahwa, Tergugat keberatan kepada siapapun y.ng telah menempati,
menggarap tanah Tergugat sesuai dengan SHGB No.777, SHGB No.
778, SHGB No.779 Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang
menieriksa perkara ini memerintahkan kepada siapapul  yang
menampati, menggarap diatas tanah Tergugat untuk segera pargi dan
tidal melakukan aklivitas apapun diatas lahan Tergugat.

4. Bahwva dalam memutus sengketa hukum sebagai akibat dzn suatu
jual-beli, maka tidak dapat ditetapkan status hukum tertent s tanpa

diikutsertakannya semua pihak-pihak yang terkait dalam prcses jual-
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beli tersebut sebagai pihak dalam perkara; (Yursprudensi Mahkamah

Agung RI Nomor. 938/K/Sip/1971 tanggal 4 Oktcber 1972).
Dimana para pihak dalam perkara tersebut idak dijadikan pihak
dalam perkara ini, seharusnya Para Penggugat juga menggugat
pihas-pihak sebagaimana dalam perkara tersebut di atas, sehingga
sudah sepatutnya menurut hukurm gugalan Para Pengygugat -ersebut
diny itakan tidak dapat di terima. Atau ditolak
Berdasa kan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis
Hakim ‘rang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai
berikut,
Dalam E ksepsi
- Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya
- Msnyatakan gugatan Para Tergugzt ditolak:
Dalam Pokok Perkara
- Mznolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-
ticakya tidak dapat diterima.
Dalam F ekonvensi
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya,
- Manyatakan gugatan Para Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya
atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima,
- Menyatakan sita jaminan (CB) atas objek sengketa;
Sebidang tanah seluas + 11.510 M2 (lebih kurang sebelas r bu lima
ratus sepuluh meter persegi), dengan Nomor Induk : 204, Nomor
SPPT: 390. Nomor Persil : 43 A, tercatat nama pemilik atas nama:
JAMHURI bin ARJAYA, yarg terletak di Desa $Hukanmakmur,
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan bates-batas

sebagai berikut:
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Disclaimer

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik PT. Bumi Makmur
Lestari;

- Timur berbatasan dengan Jalan;

- Selatan berbatasan déngan Tanah Mili< PT. Bumi Makmur
Lestari;

- Barat berbatsan dengan Tanal Milik Enot .

Sebidang tanah seluas + 4.830 M2 (lebit kurang emoat ribu

dilapan ratus tiga puluh meter persegi), dergan Letter C Nomor:

51, Nomor Persil : 43A, Nomor SPPT - 195, tercatat name pemilik

aas nama JAMHURI bin ARJAYA yang terletak di Desa Suka

Makmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengar batas-

batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Tanah Milik PT. Bumi Makmur
Lestari;

- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Hj. Bedah:

- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik H. Jamhuri;

- Barat berbatasan denganTanah Milik H. Jamhuri

Yang diperoleh dan warisan oranq tua dan suami Para Tergugat
Rekonvensi adalah tidak sah dan mohon Majelis Hakim inenolak
permohonan sita jaminan (CB):

Memerintahkan bagi siapapun yang menempati, menggarzp tanah
Tzrgugat sesuai SHGB No 777, SHGB No. 778, SHGB Vo. 779
uituk pergi dan tidak melakukar aktivitas apapun diatas lahan
Tergugat;

Venyatakan putusan ini uit voerbar bij voiraad, walaupun ada

varzet, banding maupun kasasi;
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- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi un:uk tunduk dan patuh
[ ada putusan ini
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakimn berpendapat lain mohon putusan yan¢ seadil-

adilnya (ex aquo et boro)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Kuasa Para
Penggugai telah mengajukan Replik dan atas Replik dari Kuzsa Para
Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik yang
iSi "‘seler‘.gkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pem ariksaan

e 'Persidangan yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, akan
tetapi m srupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini © - -------
Menimbang, bahwa untuk membuktikan calil-dalil gugatannya

,Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaits Bukti P-1 ¢/d P-5

sebagai berikut :

1. Bukti P -1. : Foto copy dari copy 3urat kematian No.
474,3/129 tertanggal 7 Juli 210 atas nama
Jamhuri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Padasuka Kecamatan Ciomas Kahupaten
Bogor ;

2. BukoottiP - 2 : Foto copy Surat keterangan Ahli  waris
tertanggal 3  Pebruari 2015  nomor
246.1/ii/11/2015 yang tercatat di kantor
kelurahan Padasuka, <ecamatan Ciomas
Kabupaten Bogor:

. 3. Bukti P -3 : Foto copy dar copy Tarda Pendudut. (KTP)

PARA PENGGUGAT :
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4. Bukti P-4

5. Bukt P-5

6. Bukti P-6

7. Bukti P-7

3. Bukti P-8

9. Bukti P-9

Disclaimer

Foto copy dari copy sLrat keterangein tanah
tertanggal 20 april 19¢5 yang dibuat oleh
Petugas kelektor Desa Sukamakinur,

Foto Copy foto surat pernyataan tidak
sengketa tertanggak 23 Nopember 2005 atas
tanah Hak Milik Adat No. 51 Persil 43 A SPPT
No. 390 seluas 11.510 M2 atas nama Jamhuri
Arjaya terletak di Desa Sukarakmur,
kecamatan Cicmas kabugaten Bogor ;

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) tahun 1039 atas tan:ih Kohir
No.204 atas name Jamhuri Arjaya ;

Foto copy Surat pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan
No.SPP1 (NOP) 32.03.050.017.00¢-0390.7
tahun 2000 terhadap tanah persil No. 43 A
seluas 11.510 M2 atas na na jamhuri Arjaya:
Foto copy Surat pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bengunan
No.SPPT (NOP) 32.05.050.017.000-0390.7
tahun 2001 terhadap tanah persil No. 43 A
seluas 11.510 M2 atas nama jamhuri Arjaya
Foto copy Surat pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan
No.SPPT (NOP) 32.02.050.017.000.0390.7
tahun 2002 terhadap tariah persil No. 43 A

seluas 11.510 M2 atas nama Jamhuri A-jaya;
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10.Bukt; -10 Foto copy Surat pemberitehuan  Pajak
Terhutang (SPP'T) Pajak Bumi dlan biangunan
No.SPPT (NOP) 32.03.050.017.000-039C.7
tahun 2004 terhadap tanzh persil N», 43 A
seluas 11.510 M2 atas ne ma Jamhuri Arjaya;

11. Bukti -11 Foto copy Surat pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) Pajaik Bumi dar bangunan
No.SPPT (NOP) 32.)3.050.07.000-0390.7
tahuri 2005 terhadap taiah persil No. 43 A

seluas 11.510 M2 atas nama Jamhuri Arjaya;

‘12‘;‘“Bukl -12 Foto copy Surat pernyataan Tidak Szangketa
tertanggal 23 Nopember 2005 atas tariah Hak
Milik Adat No. 51 Persil 43 A, SPPT No.195
seluas 4.830 M2 atas nama Ahmad Arjaya
terletak di Dasa Sukamakmur, kecamatan
Ciomas, Kabupaten Bogor yang dibuat oleh
kepala Desz Sukamakmur, Kecamatan
Ciomas Kabupaten Bogor:
13. Bukti -13 Fotocopy = Surat  pemberitahuan  Pajak
Terhutang (SPPT)Pajak 3umi dan bangunan
No. SPPT (NOP) ; 32.03.050.017.000.-0195.7
tahun 2005 terhadap tanah Persil Nc. 43 A
seluas 4.830 M2 atas nama Ahmad bin H.
Arjaya,
14, Bukti -14 - Foto copy Gambar Obyek loksa Tanzh Milik

Para Penggugat ;
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15 Bukt -15 Fotokop; surat Pernyataan dari IPAH BINTI
AHMAD tertanggal 09-02-2015;

Selanjuinya atas bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas s,aslinya
dikembz likan kepada Penggugat, sedangkan fotc copynya yang telah
dibubuh' materai dilampirkan dalam berkas perkara;-

N enimbang, bahwa selain bukti surat terse wut, pihak penggugat
telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah didengar
keteranc annya dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamana telah

member kan Keterangan yang pada pokokriya sebagai berikut -

/SAKSI -1 : IPAH

4

L

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi dengan Tergugat

tidak kenal ;

- Bahwa saksi masih keponakan H. Jamhari bi AN I =) - R ————

- Bahwa setahu saksi H. Jamhuri bin Arjaya psrnah membeli tanah
luasnya 4800 M2 di daerah Ciapus;

- Bahwa tanah tidak pernah di jual kepada PT Bumi Makmur Lestari

- Bahwa almarhum Jamhuri yang membeli tanan dari orang tua
saksi dan tanah tersebut dikuasi Onih (penggt gat);

- Bahwa almarhun Jamhuri punya ayah yang bernama aima hum H.
Arjaya;

- Bahwa almarhum Jamhari selain tanah 4800 V2 mempunyai tanah
warisan seluas 11.000 M2:

- Bahwa H. Arjaya mempunyai anak 7 crang , yaitu HJ. Badrial, uwa
Jaya, Ana, Bedah , ahmad , Abdul dan H. Jamhuri;

: - bahwa tanah dikuasai ahli waris H. Onih dan sampai sekarang

masih digarap;
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SAKSI -2 : HENDRI SETIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pengguga tetapi dengan ‘I'ergugat
tidak kenal;

- Bahwa Onih memperoleh tanah dari mambeli dari saksi ipan seluas
4.800 M2 dan dari warisan Almarhum Hm Jamhuri bir Arjaya
seluas 11.510 M2

= Bahwa saksi tahu batas batasnya se atan PT Bumi makimur Lestari,
bugian utara Bp Enoh, Timur H. bedah X

- - Bahwa saksi belum pernah mendengar tanah tersebut dijua :

SAKSI -3 : UTANG

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Te-gugat:

- Bahwa dengan Onih saksi sebagai tetangga siawahnyz berdzskatan

- Bahwa setahu saksi tahah H Jamhari luasnya 11.000.\12

- Bahwa almarhum Jamhari membel tanat seluas 4800 dari
almarhum H. Ahmad :

- Bahwa almarhum jamhari mendapat warisan dari H. Ahmad:

- Bahwa saksi sebagai ketua RT tidak penah mendengar jual beli
taah tersebut ;

- Bihwa saksi tidak pernah mendengar H .Onih menjual tanah ke PT
Bumi makmur lestari ;

- Bt hwa saksi pernah minta jalan untuk di buldoser :

- Behwa tanah tersebut semua dikuasai Penggugat;

- Bahwa batas batasnya saksi hapal ada dua bick satu hampzren ;

- Bt hwa saksi kenal dengan Abdul Hak:

- Bihwa tanah tidak dipagar berbentuk sawah dan kebun ;
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SAIS| -4 :UTANG

BRahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa almarhum H. Jamhuri mempunyai istri yang bernama Onih :
Bahwa saksi lupa almarhum meninggal karena sudsh lama
meninggalnya;

Bahwa saksi mengetahui tanah PT Bumi Makmur lestari
bersebelahan dengan tanah Almaraum Jamhuiri;

Bahwa setahu saksi luas tanahH Jamt.uri 11.( 00 M2:

‘Bahwa setahu saksi Almarhum Jamnuri tidak pernah menjual tanah

Bahwa batas-batas tanah seluas 4.800 M2 bagian utara
borbatasan  dengan PT Bumi  Makmur lestari,bagian Barat
berbatasan dengan PT Bumi Makmur lestari dan bagian Timur

berbatasan dengan kampung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  sanggahan

Tergugat mengajukan alat bukti surat T-1 s/d T-8 seoagai berikut

1. Bukti T.-1: Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No
777atas nama PT. Bumi Makmur lestaii:

2. BuktiT.-2: Foto Copy Sertifikat Hak Guna Banguian No
778 atas nama PT. Bumi INakmur Lestar

3. BuktiT.-3: Foto copy Sertifikat Hak Guna Banguian No
779 atas nama PT. Bumi Makmur Lesta "

4. Bukti T-4 . Foto copy dari copy periketan untuk pelspasan

nomor 26 Noteris Arfiana Purbohadi |

berkedudukan di Cibinong ;
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5 BuktiT-5: Foto copy dar Copy Kue sa Nomer 27 Notaris
Arfiana Purwodad’ berkec udukan di Cibinong;

6 Bukti T-6A Foto copy dari copy Pers | 43 A nomor C Desa
51/232 Luas tanah 4000 M2 Surat pernyataan
tidak sengketa Abdul hak bin H Arjaya ;

7. Bukti T-6B : Foto copy dari copy Persil 43 A nomor C Desa
511232 Luas tanah 4000 M2 Surat pernyataan
tidak sengketa Abdul hak bin H Arjaya

8/ Bukti T-6C . Foto copy dari copy Parsil 43 A nomor C
Desa 51/232 Luas tarah 4000 M Surat
pernyataan tidak sengketa Abdul hac< bin H
Arjaya

9.13ukti T-7 ; Foto copy Surat BPN Cbiriong tertanggal 25
september 2015 Nomor 3111  /SD-
6000/1X/2015 perihal permohonan Me Jiasi

10. Bukti T-8 ; Foto milik Tergugat sesuai dengan HGB
No.777,778,779:

Selanjutnya atas bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas,

aslinya dikembaliken kepada kuasaTergugat sedangkan foto copynya

yang telah dibubuhi materai dilampirkan dalam berkas: -
Miimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi:
Mznimbang, bahwa untuk jelasnya obyek sengketa antar: kedua

belah pihak, Majelis Hakim telah rnelakukan pemeriksaan sctempat

sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan ; =

M=nimbang, bahwa Para pihak masing masing telah menjajukan

kesimpulan ;----- -
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Nenimbang, bahwa untuk mempersingkat urz ian Putusan ini, maka
segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara persidangan clianggap

telah termasuk seluruhnya dalam putusan ini .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUIINYA:

enimbang, bahwa maksud dan wjuan dari gugatan Penggugat

adalah < ebagaimana tersebut diatas;

NV enimbang, bahwa dalii-dalil gugatan Para Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Pe 1ggugat

bagaimana tersebut surat gugatannya, setelah dilakukan pemeriksaan

oleh Majelis Hakim ternyata gugatan provisionil Penggugat tidak
beralasan dan tidak didukung oleh bukti-bukti permulaan yang cukiip serta
tidak adz nya kondisi mendesak yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim,
maka oleh karena itu gugatan provisi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;
ll. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sura jawabannya telah
mengajukan eksepsi yang intinya menyatakan bahw:i gugatan Periggugat
haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima (niet
ontvankelijk verklaard) dengan alasan-alasan sebaga berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat errcr in per:ona karena hal-ha!
seba jai berikut:
a. Fara Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk
mencgugat  Tergugat (eksepsi  diskualifikasi  atau gemis

aanh »edanigheid);
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b. Keiiru pihak yang ditarik sebagai Tergugat karena Tergu jat tidak
mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat daiam
gugatan aquo yang diperkarakan;

¢. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan masih ada pihak-
pihak yang harus dijadikan sebagai Tergugat dalam gugatan

(exceptio plurium litis consortium)

1

—-z:.%Bahwa surat gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libehkarena
\";‘g’am surat gugatan tidak ada peryebutan ketentuan hukum,
”jelasan atau tidak ada uraian unsur-unsur melawan hukun secara
ata;

Menimbang, bahwa atas dalii-dalil ekepsi Tergugat Il tersebut

dalam Repliknya Penggugat membantahnya dengan mendalilkan hai-hal

yang pol-oknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat error in persona;

a. “erhadap eksepsi mengenai diskualifkasi atau gemis
¢anhoedanigheid, Para Penggugat bantah karena Para
P'enggugat dalam perkara ini mempunyai hubungan erat tertadap
kepertingan tanah miliknya;

b. Terhadap eksepsi keliru pihak yang ditaril. sebagai Tergugat,
F'enggugat menolak dengan mendzlilkan bahwa Para Penggugat
tslah tepat dan benar menarik Tergugat sebagai pihak mengingat
tinah milik Penggugat telah diklam oleh Tergugat uebagai
niliknya secara melawan hukum:

. Terhadap excepti plurium litis consortium, Penggugat menoiak
cengan mendalilkan tidak pernah menjual belikan atau

memindahtangarkan maupun memberikan persetujua; atau
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centuk lainnya kepada pihak rmanapur. termasuk kepada
almarhum Abdul Hak bin H. Arjaya sehingga Para Penggugat
cukup menarik Tergugat saja dalam gugatan ini;

2. Bahwa terhadap ekspsi gugatan Para Pengg.gat tidak jelas atau

kabur (exception obscuur libel), Penggug:t menolak dengan

mer.dalilkan bahwa gugatan sudah memenuhi syarat formil untuk

&i\frehrmbang, bahwa terhadap dalil-d:
& 1’

J,Jgﬁ tahan Para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai

alil eksepsi Tergugat dan dalil-

‘ rlkut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil ke-1 eksepsi Tergugat tentang
eksepsi error in persona dengan alasan kuarena Fara Penggugat tidak
mempur yai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat, keiiru pihak
yang dtarik sebagai Tergugat karena Terguget tidak mernpunyai
hubungen hukum dengan Para Penggugat, clan gugatan Para Peggugat
tidak lergkap dan masih ada pihak-pihak yang harus dijadikan sebagai
Terguga dalam gugatan, Majelis Hakim dengan mengutip  vang
disampakan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan !skandar
Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “Hukurm Acara Perdata dala 1 Teori
dan Praxtek’ (hal. 3) menyebutkan, "Pengqugat adalah seorang yang
‘merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang ‘dirasa”
melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suaiu perkara ke depan
hakim’”,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim herpendapat bahwa termasuk
dalam rienentukan siapa yang akan digugat, Penggugatlah yang

menentukan siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan
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Disclaimer

dirinya dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yaig akan
dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat (ugatan,
adapun mengenai apakah Tergugat tersebut benar telah melanggar hak
dan meiugikan Para Penggugat maka hal tersebut harus dibuktikan lebih
lanjut delam pembuktian pokok perkara;

Venimbang, bahwa berdasarkan pertimbang: n tersebut maka dalil

ke1 eksepsi Tergugat tentang eksepsi error in persona adzlah tidak

setelah membaca dan mencermati surat gugatan Para Penggugat
berpend pat bahwa surat gugatan tersebut telah secara lengkap dan jelas
menyebutkan syarat formal berupa tempat dan tanggal pembuat: n surat
gugatan, materai, dan tandatangan Penggugat alau Kuasanya, serta
syarat substantif sebuah surat gugatan yang meliput identitas para pihak,
posita (fundamentum petendi), dan petitum, dimana setclah dicermati
lebih jauh antara posita dan petitur dalam surat gugatan terdapat <orelasi
yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanga tersebut mzka dalil
ke-2 eksepsi Tergugat tentang eksepsi gugatan ticak jelas dar kabur
(exception obscuur libel) adalah tidak beralasan dan haruslah ditole k:

lil. DALAM POKOK PERKARA

A.  Dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Perggugat
adalah se:bagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugé tannya

mendalilk an hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
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1. Bawa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Jamhuri biy Arjaya

yai.g telah meninggal pada tanggal 19 Agustis 2009 dan semasa

hidupnya almarhum H. Jamhuri bin Arjaya telah memiliki 2 (dua)

bid ang tanah milik adat yang masing-rnasing sebagai berikut:

a.  Sebidang tanah seluas + 11.510 m? (kurang lebih sebelas ribu
lima ratus sepuluh meter perségi), dengan Nomor Incuk 204,
Nomor SPPT 390, Nomor Persil 43A, tercatat pemilik atas

\ nama: H. Jamhuri bin Arjaya, yang terletak d Desa
\ N

e :
4 Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan

e

(f {! batas-batas sebagai berikul:

2

B

: / - Utara berbatasan dengan tanah milik PT. Bumi Makmur
Lestari;
- Timur berbatasan dengan jalan:
- Selatan berbatasan dengan tanah milk PT. Bumi Vakmur
Lestari,
- Barat berbatasan dengan tanah milik Enoh;
b. Sebidang tanah seluas + 4.830 m* (kuring lebih emoat ribu
delapan ratus tiga puluh meter persegi), dengan Letter ¢C Nomor
51, Nomor Persil 43 A, Nomor SPPT 195, tercatat namea pemilik
atas nama Jamhuri bin Araya, yang terletak di Desa
Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan
batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik PT. Bumi Makmur
"Lestari;
- ‘Timur berbatasan dengan tanal milik Hj. Bedah;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik H.Jamhuri;

- Barat berbatasan dengan tanah milik H Jamhuri;
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2. Bahwa tanah yang disebutkan dalam posita point 1.a tersebut
diperoleh dari warisan orangtua almarhum H. Jamhuri bin Arjaya dari

almarhum H. Arjaya bin H. Ahim yang sudah dibaliknamakan keatas
nama H.‘ Jamhuri bin Arjaya, sedangkan untux tanah dalara posita
point 1.b tersebut almarhum H. Jamhuri bin Arjaya memperolehnya
dergan membeli dari Ny. Ipah binti Ahmad yang masih keponaxkan

dar, H. Jamhuri bin Arjaya;

“Bahwa atas tanah milik Para Penggugat tersebut tiba-tiba dikuasai

' éién akan diratakan oleh Tergugat yang mengaku telah raembeli
]

‘ Q 4 pﬂ:t ah tersebut dari almarhum Abdul Hak bin Arjaya vyang notabene

-~ “masih paman dari Para Penggugat:

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugaten Para Penggugat
tersebut Tergugat membantahnya dan merdalilkar hal-hal yanj pada
pokoknyn adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23-10-2004 melalui notaris di Kabupaten Bogor
yaitii Arfiana Purbohadi, SH., almarhumn Abdul Hak bin H. Arjaya
telar membuat Kuasa khusus kepada Tergugat (Penerima Kuasa)

yaiti Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dengan mengindahkan
segilla peraturan yang berlaku dan pihak yang berwenang
meliiksanakan penjualan/memindah hak/melepasakan hak engan
care apa;ﬁun juga kepada pihak siapapun maup in kepada Penerima
Kuasa sendiri dengan syarat-syarat lazim dipergunakan daian suatu
tran iaksi berdasarkan peraturan yang berlaku, a-as:
a. { ebidang Tanah Bekas Hak Milik Adat, Letter C Nomor 61/231,
Persil Nomor 43 A SI, seluas * 4.800 m? (kurang lebin emyat ribu

delapan ratus meter persegi):
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b. Sebidang Tanah Bekas Hak Milik adat, Letter C Nomor 51/232
Persil Nomcr 43 A, seluas + 4.000 m? (ku-ang lebit em pat ribu
meter persegi);

c. Sebidarg Tanah Bekas Hak Milik Adat, Letter C Nomor. 51/232,
Persil Nomor 43 A, seluas + 4.000 M2 (kuiang lebil empat ribu

meter persegi);

sebidang Tanah Bekas Hak Milik Adat, Leiter C Nomor 51/232,

\* ‘,.V‘Dersil Nomor 43 A I, seluas + 3.500 m? (kurang lebih tiga ribu

8
i N
a3

Indik sesuai dengan aslinya oleh kepala Desa Sukamakmur,
terc aftar atas nama Abdul Hak bin Haji Arjaya;

2. Barwa setelah membeli lahan tersebut Tergugat tidak langsung
mengolahnya akan tetapi pada tahun 2012 ketika Tergugat akan
mel iksanakan cut and field di atas tanah tersebut dihentikar paksa
olet Paré Penggugat;

3. Bahwa Tergugat membeli lahan tersebut dari almarhum Abclul Hak
bin Haji Arjaya dan Tergugat adaleh pembeli yang beritikad baik
yang harus dilindungi;

4. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki dasar atas gugatan perbuatan
melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Para
Penggugat telah dibantah oleh Tergugat raka berdasarkan Pasal 163
HIF jo. Fasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap orang
yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna menejguhkan

haknya sendiri atau membantah suatu hak orang 'ain menunjulk pada
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Disclaimer

suatu feristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa
tersebut maka Para Fenggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya
tersebut tanpa menutup kemungkinan agar Tergugcat juga membuktikan

dalil-dali bantahannya:
Venimbang, bahwa untuk membuktikan calil-dalil  gugatannya
Pengguqat telah menghadirkan bukti P-1 sampai dengan P-15 yang

.._Kkeselurunan bukti tersebut telah diberi materai yéing cukup dean telah

: ""-'»‘dic'opokk an dengan aslinya di persidangan (kecuali bukti P-1, P-3, P-4, P-

/1 Qdan 2-14 tidak ada aslinya) dan telah pula menghadirkan sak si-saksi
Jtel i didengarkan keterangannya i persidangan yaitu saksi Ipah,
ndri £ etiawan, dan Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan calil-dalil
bantahannya Tergugat telah menghadirkan bukti T-1 sampai denjan T-8
yang keseluruhan bukti tersebut telah diberi materai 'vang cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya di persidangan (kecuali b ikti T-4 dan T-5 tidak
ada aslinya);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam (ugatan
ini adalan "Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
atas penguasaan 2 (dua) bidang tanah milik Para Penggugat dan apakah
Para Penggugat adalah benar pemilik tanah objek sengketa 7"

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki 2 (dua)
bidang tanah yang terasal dari warisan almarhur H. Jamhuri bin H.
Arjaya (suami dan ayah Para Penggugat) dimana 1 (satu) bidany tanah
berasal dari warisan dari H. Arjaya bin H.Ahim dan - (satu) bidang tanah
lagi bera;al dari almarhum H. Jamhuri bin H. Arjaya rie nbeli dari M y. Ipah

binti Ahrrad:
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N enimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya mendalilkan

bahwa “ergugat telah membeli beberapa bidang lahan tanah bekas hak

milik ad at letter C Nomor 61/231 dan Noinor 51/252 Persil Nomor 43 A
dari Abc ul Hak bin Haji Arjaya:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan
mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang mendasari

~-gugatannya atas kepemilikan 2 (dua) bidang tanah seluas + 11.510 m2

(\gurgng lebih sebelas ribu lima ratus sepuluh meter perségi), dengan

%
"

) N[nor Induk 204, Nomor SPPT 390, Nomor Persil 43A, tercatat nama
A”ik atas' nama: H. Jamhuri bin Arjaya, yang terletak c¢i Desa
Sukama rur, Kecamatan Ciornas, Kabupaten Bogor, dan S 2bidang
tanah seluas + 4.830 m2 (kurang lebih empat ribu delapan ratus tiga
puluh meter persegi), dengan Letter C Nomor 51, Nomor Pers| 43 A,
Nomor SFPT 195, tercatat nama pemilik atas nam: Jamhuri bin Arjaya,
yang terletak di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kalhupaten
Bogor, adalah berupa bukti P-4, P-5, P-8, P-7, P-8 F'-9, P-10, P-11, P-12,
P-13 dan P-15 serta keterangan saksi Ipah, Hendri S stiawan, dan ltang;
Mz2nimbang, bahwa setelah Majelis Halim membaca dan
mempelajari bukti-bukti tersebut ternyata bukti P-4 adalah fotocoyy yang
tidak ada aslinya berupa Surat Keterangan Tanzh yang dibuat oleh
petugas kolektor Desa Sukamakmur yang dibuat tanpa stempel desa
sehingge terhadap bukti tersebut oleh karena tidak ada kes:suaian
dengan tukti yang lain maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;
M:nimbang, bahwa untuk memastikan Letal, Luas serta batas-
batas ohjek sengketa, Majelis Hakim telah melekukan Pemeriksaan

Setempet pada tanggal 18 Maret 2016;
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Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi dalam Putusan
Mahkamah Agung no.1777/K/sip/1983 tanggal 17 Januari 1985
menyatakan bahwa “Hasil Pemeriksaan setempat dapat dijadiken dasar
untuk riemperjelas letak, luas dan batas objek tanah sengkita oleh
karena itu Judec Factie berwenang untuk menjadikan hasil Pem sriksaan

Setempat tersebut untuk menentukan luas Objek tanah sengketa”.

. Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dihubungkan

3 gugatan dan jawaban, bukti surat raupun saksi serta

=
njg—:f:f! saan setempat telah terdapat fakia hukim yang tidak dapat
/gl-’(ar. cleh pihak pihak berperkara yaitu:

- Bahwa yang menjadi Objek sengketa adalah 2 (dua) bidar g tanah
yung terletak di Desa Sukamakmur Kecamatain Ciomas Ka Jupaten
Bogor;

Nenimbang, bahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat telah hadir
pihak-pihak yang berperkara, saat itu Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya menunjukkan tanah Objek sengketa yarg dahulunya dikuasai
oleh Peiggugat dari orangtuanya yang bernama F aji Arjaya den objek
dimaksud saat ini dikuasai oleh Tergugat:

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksean Setempet telah
diperole fakta bahwa Objek sengketa yang digugat dalam surat jugatan
Penggugat tiqak sesuai dengan kondisi factual di lapangan, dimara batas
batas yeng diakui oleh Penggugat dalam surat gugatan ternyata herbeda
dengan batas- batas yang ada di lapangan, sehngga Majelis Hakim
mengalami kesulitan dalam menentukan objek sengketa aquo yang
nantinya dikhawatirkan bila dilaksanakan eksakusi di kemudian haii:
Menimbang, bahwa terhadap dalil kepemilikan atas tanzh yang

didasarkan pada bukti P-6 sampai dengan P-13 adalah berupa Surat
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Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nams Jamhuri Arjaya yang
dibantah oleh Tergugat dalam dalil bantahannya, !1ajelis Hakim setelah
mempelajari - juga bukti T-1 sampai dengan T-3 herupa Sertifikat Hak
Guna Bangunan atas nama PT. Bumi Makmur Lestari (Tergugat) akan
memper imbangkan sebagai berikut:

Venimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi  Putusan
Mahkarrah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 yang
menganiung kaidah hukum sebagai berikut, "Surat ‘petuk’ pajak bumi
(sekarar.g PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupaxan suatu bukti
mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik or. ing yang namanya
tercantuin dalam surat pajakbumi bangunan tersebut:

Mznimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karena bukti
kepemililan dari Para Penggugat adalak SPPT dimana daiil Para
Penggucat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mendasarkan pada
bﬁkti kepemilikan  tanah berupa Sertifikat Hak Bangunan maka
berdasar<an bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 serta Jawaban dan
Duplik dari Tergugat maka telah menjadi fakta hukum dan terbukti bahwa
tanah bexas I-?ak Milik Adat Letter C Nomor 51/232, Persil Nomor 43 A Sl
seluas + 4.800 m? (kurang lebih empat riby dslapan ratus meter
persegi),tanah bekas Hak Milik Adat Letter C Nomor 51/232 Persil Nomor
43 A, seluas + 4.000 m? (kurang lebih empat ribu meter persegi), tanah
Bekas Hak Milik Adat Letter C Nomor 51/232 Persil Nomor 43 A, scluas +

4.000 m? (kurang lebih empat ribu meter persegi) yang telah rienjadi

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 777 (buktl T-1). Sertifikat Ha: Gura -

Bangunan Nomor 778 (bukfi T-2), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
779 (bukti T-3) adalah milik Tergugat dengan demikian maka petitum ke-4

dan ke-5 gugatan Para Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;
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Nenimbang, bahwa terhadap psatitum ke-3 gugatan Penggugat
setelah Majelis Hakim membaca dan mempelaja‘i dalil-dalil bantahan
Terguget yang disertai dengan bukti T-4, I-5, day T-6 ternyaia dasar
penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas naria PT. Bumi Makmur

Lestaii aitau Tergugat (bukti T-1 sampai dengan T-3) adalah berasa. dari

.. bukii ke pemilikan tanah adat yang tercatst di Buku Desa ates nama
: fip_‘emilik Abdul Hak bin H. Arjaya (setagaimana bukti T-6) vang kemudian

di}%}]jlﬁyk&] kepada Tergugat dengan pelepasan hak berupa jual beli yang

& §

Kuken dihadapan Notaris (sebagaimana bukti T-4 dan T-5) sehingga

= J 4 |
-Werdasarkan pertimbangan tersebut maka jual beli antara Abdul Hak bin

Arjaya terhadap onjek tanah sengketa telah sah dengan demikian Para
Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa ual beli
antara Abdul Hak bin Arjaya dengan Tergugat adalah cacat hukum dan
tidak sah, dengan demikian petitum ke-3 gugatan Para Pengugat tersebut
tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat
yang menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan
melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berit:ut:

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut
Pasal 1365 KUHPerdata adalah, "Tiap perbuatan rielawan hukum yang
membavia kerugian kepada seorang lain, mewajibk:an orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian untuk menggant kerugian tersebut’,
dengan demikian perbuatan melawan hokum (PMH  menganduni unsur-
unsur se bagai berikut:

1. Adianya perbuatan melawan hukum, tidali hanya hal yang
bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat

secuatu yang memenuhi salah satu unsur berbertentangan d=ngan
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Disclaimer

ha orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,
beitentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan

keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yanc harus
diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau
benda;

Adanya unsur kesalahan,dalam hal ini dimaksudkan sepagai
perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjewabkan
g ls;gapada si pelaku:

,Adanya unsur kerugian;

i’ Adanya hubungan sebab akibat, yaitu hubungan kausal antara

perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan s zhingga
si pelaku dapat dipertanggungjawabkan:

Menimbang, bahwa setelah majelis mempert mbangkan hal-hal di
atas maka majelis berpendapat Penggugat tidak terhasil memtiuktikan
dalil-dalil gugatannya mengenai perbuatan melaw:an hukum apa yang
telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, dengan dzmikian
petitum ke-2 gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasin dan
haruslah ditolak;

M:nimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 gugatan Para
Penggugat oleh karena selama persidangan tidak parnah diletakl:an sita
jaminan ‘erhadap 2 (dua) bidang tanah objek sengke:a maka petitum ke-6
tersebut idak beralasan dan harusiah ditolak:

Minimbang, bahwa karena petitum Penggugit yang ke-2 sampai
ke-S tela dinyatakan ditolak, maka petiturn ke-1, ke-7, dank ke-8 ¢ugatan

Penggugat juga haruslah dinyatakan ditolak:
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B. Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekoripensinya Penggugat
Rekonp 2nsi/Tergugat Konpensi mendalilkan hal-hai yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa menyatakan sita jaminan yang dimirtakan Para ergugat

Rekonvensi atas Sebidang tanah scluas + 11 510 m? (lebih kurang

% asebelas:ribu lima ratus sepuluh meter persegi), dengan Nomor Induk
204, Nomor SPPT 390, Nomor Persil 43 A, ercatat name pemilik
G &s nama Jamhuri bin Arjaya, yang terletak (i Desa Sukainakmur,

¥

jf/K amatan Ciomas, Kabupaten Boger, dengai batas-batas sebagai
betikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik PT. Bumi Makmur Lestari;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. 3umi Makmur Lestari;
- Barat berbatsan dengan tanah milik =noh;
Da1 sebidang tanah seluas + 4.830 m? (lebh kurang empat ribu
delapan ratus tiga puluh meter persagi), dengzn Letter C Nomcr 51,
Nomor Persil 43A, Nomor SPPT 195 tercatat nama perilik atas
naina Jamhuri bin Arjaya yang terletak di Desa Suka |Aakmur,
Ke samatan Ciomas, Kabupaten bogor, dengar batas-batas sebagai
beiikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik PT. Bumi Makmur L sstari:
- Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Bedah;
- Selatan berbatasan dengan tanan milik H. Jamhuri;
- Barat berbatasan dengan tanah milik H. Jamhuri;
adalah tidak sah dan mohon Majelis Hakim menolak permohcnan

sita jaminan (CB) yang diajukan Para Penggugat;
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2. Banwa Tergugat keberatan kepada sapapun vang telah menempati
dan menggarap tanah Tergugat sesuai dengan SHGB No.777,

SHEGB No. 778, SHGB No.779 Tergugat mohon kepada Majelis
Ha'im yang memeriksa perkara ini meraerintat kan kepada siapapun
yarg menempati, menggarap diatas tanah Tergugat untuk segera
pergi dan tidak melakukan aktivitas apapun diatas lahan Tergugat;

NVenimbang, bahwa atas dalil-dalil gugaian rekonpernsi dari

P@ngguqat Konpensi/Tergugat ~ Rekonpensi  tersebut Tergugat

5np(snsi/Penggugat Konpensi membantahnya dengan mendalilkan

."}!‘
~ 1béwa f ermohonan sita jaminan yang dimohonkar oleh Para Tergugat

Rekonpensi/Penggugat  Konpensi  sudah sangat beralasan karena
mengingat  sekarang di atas tanah  milil; Para  Tergugat
Rekonpe nsi/Penggugat Rekonpensi telah dikuasai oleh Penggugat
Rekonpe nsi/Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat
Konpensi telah mendatangkan alat berat untuk meratakan tanay objek
sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan rekonpensi Periggugat
Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan  dalil-dalil bantahan Targugat
Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan bahwa selama persidangan tidak pernah dilakukan
penyitaan atas tanah yang dimohonkan sita jaminan oleh Targugat
Reconpensi/Penggugat Konpensi maka seluruh  dalil-dalil ¢ugatan
rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut adalah
tidak beralasan dan haruslah ditolak;

C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ko 1pensi ditolat. maka

sebagai pihak yang kalahPenggugat Kenpensi/Tergugat  Rekonpensi
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haruslal  dihukum untuk membayar biaya porkara yang  timbul

dalampe rkara ini;

V enimbang, bahwa untuk mempersingkat put isan ini, maka segala
sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan serta termuat
dalam terkas perkara ini dianggap telah dicantunikan dan me ‘upakan
bagian y ang telah dipertimbangkan dzlam putusan ini;

Vengingat, Hukum Acara Perdata (HIR), Kitab Undang-Undang

‘H,Ukum FPerdata dan peraturan perundang-undangan lainny.a yang

b%k,éjtan dengan perkara ini;

Y MENGALILI:

I.  DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Il. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

. DA._AM POKOK PERKARA:

a. Dalam Konpensi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b.  Dalam Rekonpensi:

Menoclak gugatan Penggugat Rekonpensi/Terg igat Korpensi untuk
seluruhnya;

c. Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi  untuk
meinbayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1076.000
(s&'u juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
D2mikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majalis Hakim
Pengadian Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggzl 28 April 20 16 cleh

kami Ni Luh Sukmarini, SH., MH. selaku Hakiin Ketua, Bambang
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Setyawan, SH.,MH. dan Dr. Indah Wastukencana Wulan, SH., MH.
masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada
hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tini Sumartini sebagai

Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa
B Tergugat.
Hakim-hakim Anggota, ; Hakim Ketua,
- D s i N
T (W,
4 S -
|. Bambang Setyawan, SH. MH. Ni Luh S kman?hi, SH. ,MH.
[ f
%
Il. Dr. Indaf|Wastukencana, SH.,MH.
' Panitera Pengganti,
’tfp i Fotocopy sesuai aslinya
PANITERA
Tini, Bumartint
Qnﬂffuuﬂ?un‘Iﬂn-uqﬁﬂ;;quﬂ.
C-NIP. 19730908 1?062 003
Rincian Biaya Perkara :
Biaya Pendaftaran  Rp. 30.000,-
Biaya Proses Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan Rp.  450.000 -
PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
Biaya P.S Rp.  500.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-
Materai Rp. 6.000,- +
Jumlah Rp 1.076.000,-
e (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah)
Halaman 47 dari 47 Perkara Nomor 157/Pdi.G/2015/PN Cbi.
Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



